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PROSEDUR AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN 

KONSUMTIF DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG 

TANJUNG KARANG 

ABSTRAK 

Oleh: 

DODY APRINDO 

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang 

mendasarkan oprasionalnya pada syariat (hukum) islam. Kegiatan bank sehari-

hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau 

perusahaan lainnya kegiatan pihak perbankan secara sederhana, membeli uang 

(menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana kepada masyarakat 

umum. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 

di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Untuk mendapatkan 

data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentsi. Sumber data dari penelitian ini ada dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Setelah data-data terkumpul 

maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan 

menggunakan metode berfikir induktif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa, prosedur akad murabahah pada produk pembiayaan 

konsumtif di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang ialah sebagai 

berikut: 

1. Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank 

2. Bagian akan mendaftarkan nasabah pada sistem perbankan 

3. Kemudian pengajuan pembiayaan nasabah akan diproses oleh unit procesing. 

4. Unit procesing akan meminta persetujuan dari Branch Manager. 

5. Setelah mendapat persetujuan dari Branch Manager, kemudian SKP naik ke 

unit oprasional 

6. SKP akan digunakan sebagai landasan pembuatan dokumen akad. 

7. Kemudian nasabah dan bank melakukan akad dengan ditambah beberapa saksi 

dan notaris. 

8. Pembiayaan terealisasi. 
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MOTTO 

 الأصل في المعاملات الحل حتي يقوم الدليل عل تحريمه

“Hukum dasar mu‟amalah adalah halal, sampai ada dalil yang 

mengharamkanya” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional 

yang mendasarkan oprasionalnya pada syariat (hukum) islam. Menurut 

Schaik, bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang 

didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama 

islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan 

meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang 

ditentukan sebelumya. Sedangkan menurut Sudarsono, bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat.
1
 

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang 

keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya kegiatan 

pihak perbankan secara sederhana, membeli uang (menghimpun dana) dan 

menjual uang (menyalurkan dana kepada masyarakat umum.
2
  

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh 

bank syariah dapat digolongkan mnejadi 4 (empat) kategori. Yaitu (1) 

                                                 
       

1
 Khaerul umam, S.IP., Ma, manajemen perbankan syariah.  (Bandung: PustakaSetia 2013)  

hal. 15 

       
2
 Dr. Kasmir. Bank dan lembaga keuangan lainya.( Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013) hal. 

38 
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pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, 

(3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) pembiayaan dengan 

prinsip akad pelengkap.
3
 

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang barang tertentu, 

dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli 

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan 

keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad 

murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas 

harga beli dan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual 

barang disebut margin.
4
 

 Murabahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu 

bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan 

barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang di keluarkan 

untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat margin yang diinginkan.  

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau 

persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan 

secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati 

bersama. Oleh kerena itu murabahah tidak dengan sendirinya mengandung 

konsep pembayaran tertunda,
5
   

                                                 
       

3
 Zainudin Ali, hukum perbankan syariah.( akarta: Sinar grafika 2000) hal. 30 

       
4
 Drs. Ismail, MBA., Ak, Perbankan Syariah . (Jakarta: Kencana Prenada Group 2011)  hal 83 

       
5
 Ascarya akad dan produk bank syariah . 2012 leuwinanggung rajagrafindo persada. Hal. 81 
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Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan 

sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu 

adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada 

Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 

didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya 

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor 

Cabang Pembantu.
6
 

Bank BNI syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang 

prinsip oprasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan Bank BNI 

syariah sehari-hari ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayan 

dan memberikan jasa (service). 

Pada kegiatan pembiayaan, Bank BNI syariah memiliki beberapa 

pembiayaan sebagai berikut, pembiayaan konsumer atau konsumtif, 

pembiayaan micro, pembiayaan korporasi, dan pembiayaan usaha kecil dan 

menengah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang”PROSEDUR AKAD 

MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT 

BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG” 

                                                 
       

6
 https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah Pada  05 Feb. 18 

https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah
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B. Pertanyaan Penelitian 

Sebagaimana tertera dalam latar belakang diatas, peneliti 

mengemukakan rumusan masalah yang diajukan ialah Bagamana prosedur 

akad murabahah pada produk pembiayaan konsumtif? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah Untuk 

mengetahui bagaimana prosedur akad murabahah pada produk 

pembiayaan konsumtif. 

2. Manfaat 

a. Bagi penulis 

Menambah ilmu dan pengetahuan baru, khususnya produk 

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif yang 

oprasional dan penerapanya menggunakan prinsip syariah. 

b. Bagi pembaca 

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa yang akan 

menyusun tugas akhir, dan juga ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

maupun mesyarakat. Selain itu dapat digunakan sebagai dasar bagi 

masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di bank syari’ah. 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah  penelitian yang bertujuan mempelajari 

secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial.
7
 Adapun jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena 

peneliti melakukan penelitian di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.
8
 Berdasarkan sifat 

penelitian di atas bahwa deskritif merupakan penelitian yang dibuat 

untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan 

dengan kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dapat 

diamati untuk memperoleh kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan 

penelitian deskriptif  ini berupa keterangan-keterangan bukan angka-

angka hitungan. Jadi penelitian ini berupa keterangan-keterangan 

                                                 
       

7
 Sumadi Surya Brata, Metode Penelitian , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal . 80 

       
8
 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002) hal. 23 
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tantang prosedur akad murabahah pada produk pembiayaa di PT. Bank 

BNI syariah kantor cabang tanjung karang. 

3. Sumber data  

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan digali 

langsung dari sumber pertama atau subyek penelitian.
9
 Adapun 

penelitian ini menggunakan data primer karena data langsung 

bersumber Bapak Sutarno dan Bapak Dedi saputra. 

b. Sumber data sekunder 

Menurut Nasution, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh 

orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai katagorisasi 

dan klasifikasi menurut keperluan mereka. Klasifikasi itu mungkin 

tidak sesuai bagi keperluan peneliti dan karena itu harus 

menyusunya kembali menurut kepentingan masalah yang 

dihadapi.
10

 Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku 

fiqh muamalah, bank syariah, metopen, produk-produk bank 

syariah, hukum ekonomi syariah dan dokumen yang diperoleh dari 

bank. 

 

                                                 
9
 ibid 

       
10

 Nasutiaon, Metode Research (penelitian ilmiah), (Bumi Aksara, 2014) hal. 143 
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4. Teknik pengumpulan data 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode berikut ini: 

a. Observasi  

Observasi yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap 

subyek sebagaimana adanya dilapangan.
11

 Adapun teknik 

pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi karana 

menggunakan data langsung dari subyeknya yaitu pegawai Bank 

BNI syariah kantor cabang tanjung karang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sutu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
12

 Adapun 

teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah teknik 

wawancara karena data di peroleh dari wawancara kepada Bapak 

Sutarno dan Bapak Dedi saputra. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang tidak langsung 

ditunjukan kepada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Dokomen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan seutu 

yang disusun seseorang atau lembaga, dan membuka kesempatan 

                                                 
       

11
 Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hal. 175 

       
12

 Ibid, hal. 40 
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untuk memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.
13

 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

dokumentasi karena data juga diperoleh dari buku-buku terkait dan 

dokumen dari bank. 

5. Tenik analisis data 

Analisis data adalah “proses penyederhanaan data ke bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
14

 Sutrisno hadi 

mengungkapkan bahwa ”penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta 

atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari peristiwa atau fakta yang khusus ditarik menjadi 

generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.
15

 Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa analisa yang saya 

lakukan menggunakan cara induktif. Karena peneliti melakukan 

penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  Sumber data dalam peneitian 

ini ada dua yaitu suber data primer dan skunder. 

 

 

 

                                                 
       

13
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal. 183 

       
14

 Ibid  

       
15

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: UGM, 1994) hal. 42 
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BAB II 

Kerangka Teori 

A. Jenis-Jenis Pebiayaan 

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam 

menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip 

syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. 

Pemilik dana percaya kepada pengguna dana. Bahwa dana dalam 

bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, 

sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan 

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
16

  

1. Pembiayaan modal kerja 

Pebiayaan modal kerja yaitu pebiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan produsi, baik secara kualitatif, yaitu jumlah 

hasil produsi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas 

atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau 

peningkatan utility of place dari suatu barang. 

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen 

alat likui (cash), piutang dagang (receivable) yang umumnya 

                                                 
       

16
 Ismail, Perbankan Syariah. (Jakarta: Pranadamedia Group 2011) Hal. 105-106 
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terdiri atas pesediayaan bahan baku (raw material), persediaan 

barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi 

(finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja 

merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan liquiditas 

(cash financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing). 

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh 

kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjaman uang, 

melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, 

di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul mal), 

sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema 

pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah. Fasilitas ini 

dapat untuk janga waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi 

secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jutuh 

tempo nasabah nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut 

beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.
17

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa 

pemberian pembiayaan antara lain: 

a. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha 

berbada-bada 

b. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha 

sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan, 

kebutuhan modal kerja akan semakin besar. 

                                                 

       
17

 Mohammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah., hal. 161-162 
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c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
18

 

2. Pembiayaan investasi 

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana 

dengan maksud untu memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di 

kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain: 

a. Imbalan yang diharapan dari adalah berupa keuntungan dalam 

bentuk finansial atau uang (financial benefit). 

b. Badan Usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan berupa uang, sedangan badan sosial dan badan-

badan pemerintah lainya lebih bertujuan untuk memberikan 

manfaat sosial dibandingan dengan keuntungan sosial. 

c. Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari 

bank hanya mampu memperoleh keuntungan financial agar 

dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban 

kepada bank. 

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk 

keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna 

mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian modal 

baru. 
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 Adiwarman A. Karim, Analisis Fikih dan Keuangan. (Depok:RajaGrafindo Persada 2013) 

hal. 234 
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Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: 

a. Untuk pengadaan barang-barang nodal; 

b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan 

terarah; 

c. Berjangka waktu menengah dan panjang
19

 

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dengan 

jumlah dan pengendapanya cukup lama. Oleh karena itu, perlu 

disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya 

dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang 

tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Selain itu, barulah 

disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaa. 

3. Pembiayaan konsumtif 

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual 

meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak 

dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang 

dimaksuk pembiayaan kunsumtif adalah jenis pembiayaan yang 

diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat 

perorangan.
20

 

 

                                                 
       

19
 Adiwarman A. Karim, Analisis Fikih,. Hal. 236 

       
20

 Adiwarman A. Karim, Bank Syariah,. hal. 165 
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Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang 

ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti 

pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, 

pembiayaan pendidikan dan apapun pembiayaan yang sifatnya 

konsumtif.
21

 

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, 

pembiayaan dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu: 

1. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah 

2. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT 

3. Pembiayaan Konsumten Akad Ijarah 

4. Pembiayaan Konsumen Akad Istisna’ 

5. Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah 

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-

langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut: 

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah 

untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi 

apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau 

jasa. 

2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus 

dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock 

atau goods in proces. Jika ready stock, pembiayaan yang 

                                                 
       

21
 Nur Rianto Al Arif, dasar-dasar pemasaran bank syariah. (Bandung:Alfabeta 2012) hal. 43 
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diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika 

berbentuk goods in proces yang dilihat berikutnya adalah dari 

sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 

6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang 

diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut 

memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang 

diberikan adalah istisna’. 

3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan 

adalah ijarah.
22

 

B. Murabahah 

1. Pengertian murabahah 

Murabahah  merupakan salah satu konsep islam dalam 

melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini  telah banyak digunakan 

oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk 

pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para 

nasabah 

Murabahah adalah istiah dalam fikih yang berarti suatu 

bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya 

perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.
23

 

Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan 

barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang 

disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian 

                                                 
       

22
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam. (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2010) hal. 243 

       
23

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007) hal. 81-82 
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menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar 

keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah 

tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelianya, 

misalnya 10% atau 25%. 

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang 

disepakati”, karakteristik murabahah si penjual harus memberi 

tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan 

jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. 

Misalnya, si Fulan membeli untu 30 dinar, biaya-biaya yang 

dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia 

mengatakan:”saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil 

keuntungan 15 dinar. 

Sedangkan  menurut Muhamad Sadi, murabahah adalah 

akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai keuntungan yang disepakati
24

   

Murabahah  merupakan salah satu konsep islam dalam 

melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini  telah banyak digunakan 

oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk 

pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para 

nasabahnya. Murabahah merupakan satu bentuk jual beli yang 

harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku 

dalam muamalah islamiyah.
25

 

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa 

saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. 

Misalnya, ulama Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung 

terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak 

                                                 
       

24
 Muhamad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah. (Malang: SeteraPress 2015) hal. 78 

       
25

 Muhammad,  sistem oprasional bank Syariah, (Yogyakarta: UII 2000) hal. 22 
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langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan 

nilai tambah pada barang itu. 

Ulama mazhab syafi’i membolehkan membebankan biaya-

biaya yang secara umum timbul dalam suatu jual beli kecuali biaya 

kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam 

keuntunganya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai 

barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya. 

Ulama mazhab hanafi membolehkan membebankan biaya-

biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, 

namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang 

semestinya dikerjakan oleh si penjual. 

Ulama mazhab hambali berpendapat bahwa semua biaya 

langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual 

selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan 

akan menambah nilai barang yang dijual. 

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab 

membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan 

kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan 

pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung 

yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab 

juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang 

dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan 

oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si 

penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, 

sedangkan ketiga mazhab lainya membolehkanya pembebanan 
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biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak 

berkaitan dengan hal-hal yang berguna.
26

   

Tingkat keuntungan dalam akad murabahah bisa dalam 

bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. 

Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan 

di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, 

murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep 

pembayaran tertunda, seperti yang secara umum di pahami oleh 

sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam 

hubunganya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, 

tetapi tidak memahami fikih islam. 

Pembayaran murabahah dapat dapat dilakukan secara tunai  

atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenakan adanya 

perbadaan dalam harga barang untuk cara pebayaran yang berbeda. 

Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di 

awal akad dan pembayaran keudian (setelah awal akad), baik 

dalam bentu angsuran maupun dalam bentuk lump sum 

(sekaligus).
27

 

2. Dasar Hukum Murabahah 

a. Dasar dalam Al-Quran 

Al-Quran memang tidak pernah secara spesifik 

menyinggung masalah murabahah namun demikian. D alil 

diperbolehkan jual beli murabahah dapat dipahami dari 

keumuman dalil diperbolehkanya jual beli. Murabahah jelas-

jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum 

diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum 
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diperbolehkan jual beli murabahah berdasarkan ayat-yat jual 

beli. Di antaranya ayat-ayat tersebut adalah: 

1) Firman Allah dalam surat al-baqarah 275: 

         

Artinya:”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba” 

2) Firman Allah dalam surat al-Nisa’ 29: 

                     

                            

      

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

 

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah 

diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah 

berfirman:”Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” Allah tidak berfirman”Allah telah 

menghalalkan jual beli salam, allah telah menghalalkan jual beli 

khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli murabahah. Akan 
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tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. 

Kemudian ketika mengharamkan, allah secara khusus menyebut 

riba. Hal ini menunjukan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh 

lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.
28

 

b. Dasar dalam al-Sunnah 

Dasar atau landasan yang berdasarkan al-Sunnah antara lain: 

1) Hadist Riwayat Abu Bakar: 

“Ketika Nabi Saw. Hendak hijrah, Abu Bakar Ra. 

Membeli dua ekor unta Nabi Saw. Kemudian berkata 

kepadanya:‟biar aku membayar salah satunya.‟ Abu 

Bakar menjawab: „Ambilah unta itu tanpa harus 

mengganti harganya‟, Nabi Saw. Kemudian 

menjawab:‟jika tanpa membayar harganya, maka aku 

tidak akan mengambilnya.” 

 

2) Hadis riwayat dari Ibnu Mas’ud: 

 وَرُوِيُ عَهْ ابْهِ مسعود اوََّهُ كانََ لاَ يرََي باَسًْا بده ياجده

وَدَّهُ دَوَجَادَهُ    

“diriwayatkan bahwa Ibnu Mas‟ud Ra. Membolehkan 

menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau 

dua dirham.” 
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 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer. (Lampung: STAIN jurai siwo 2014) hal. 58 
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c. Dasar hukum formil 

Pembiayaan murabahah mendapatkan pengaturan 

dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1998 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang 

intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum 

Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan 

berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Di samping itu, pembiayaan murabahah juga telah 

diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada 

tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam 

rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan 

meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank 

syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 

memerlukanya, yaitu menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai laba.
29
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 Khatibul Umam, Perbankan Syariah.(Jakarta: RajaGrafindo Persada 2016) hal. 106 
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Berdasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa 

hukum jual beli murabahah adalah boleh dengan berbagai 

syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam 

ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunya.
30

 

3. Rukun dan syarat 

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam 

transaksi ada beberapa yaitu: 

a. Pelaku akad, yaitu ba‟i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

barang untuk dijual, dan musyari (pembeli) adalah pihak yang 

memerlukan dan akan membeli barang. 

b. Objek akad, yaitu mabi‟ (barang dagangan) dan tsaman 

(harga); dan 

c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul 

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang 

sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun 

demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan 

syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi 

bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini 

tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus 

diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. 

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana 

memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh 
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nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke 

nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara 

itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara 

tunai maupun cicil. 

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani 

(1999), antara lain sebagai berikut: 

a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika 

penjual secara ekplisit menyatakan biaya perolehan barang 

yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan 

menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. 

b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau 

persentase tertentu dari biaya. 

c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka 

memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan 

sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk 

menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan 

pada keuntungan agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang 

timbul akibat usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, 

dan sebagainya tidak dapat dimasukan kedalam hargauntuk 

suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang 

mengcover pengeluaran pengeluaran tersebut. 
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d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan 

barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak bisa 

dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan 

prinsip murabahah. 

Adapun syarat murabahah menurut Syafi’i Antonio (2001), 

ialaha sebagai berikut: 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun dan ketetapan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 

barang sesudah pembelian 

e. Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalkan jika pembelian dilakukan dengan hutang.
31

 

Sedangkan ketentuan umum tentang pembiayaan murabahah yang 

tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah 

sebagai berikut: 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat 

Islam 
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c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri dan pembelian ini harus sah. 

e.  Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

perlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 

dengan nasabah.  

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang, setelah prinsip, menjadi milik bank.
32

 

4. Prosedur akad murabahah 

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah 

adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas 
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suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. 

Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan 

menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah 

keuntungan yang disepakati. 

Akad murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli dapat 

diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah. 

Keabsahah penggunaan akad dimaksud sangat ditentukan oleh 

terpenuhinya rukun dan syarat. Selain itu didalam kontek Indonesia 

juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan penyaluran 

dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah berlaku 

persyaratan paling kurang sebagai berikut: 

a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka 

memberikan barang terkait dengan kegiatan transaksi 

murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. 

b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas 

kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. 

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai 

karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah. 

Serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi 

produk bank dan pengguanaan data pribadi nasabah. 
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d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan 

atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain 

meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter dan aspek 

usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, 

dan prospek usaha. 

e. Bank dapat membiayayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan 

penyediaan barang yang dipesan nasabah. 

g. Kesepakan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal 

pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama 

periode pembiayaan. 

h. Bank dan nasabah wajib menuangakan kesepakatan dalam 

bentuk perjanjian tertulis berupa akad atas dasar murabahah. 

i. Jangka waktu pembayaran harga baranga oleh nasabah kepada 

bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 

Bank juga dapat memberikan potongan dalam besaran yang 

wajar dengan tanpa perjanjian dimuka. Disisi lain bank dapat 

meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh 

nasabah sebasar biaya riil.
33
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Gambar 1.1 

 

  Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pak Hasan (nasabah) mengajukan pembelian sebuah rumah 

dengan mengejukan spesifikasi tertentu Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS); 

2. LKS mewakilkan kepada pak Hasan untuk mencari dan 

membeli rumah sesuai dengan spesifikasi yang diajukan; 

3. LKS memberi rumah kepada suplier seharga 450 juta, harga 

tersebut diketahui oleh pak hasan, kemudian menjualnya 

LKS membeli rumah dan 

menjualnya kepada pak hasan 

dengan akad murabahah 

Setelah LKS mengadakan rumah 

kemdian mengadakan akad  

sertamebuat kesepakatan berapa 

laba julah dan jangka waktu 

Membayar uang muka sesuai 

dengan ketentuan dan 

kesepakatan, misanya140 juta 

Membayar angsuran10  juta 

perbulan  selama 36 hari 

LKS menyerahkan suratsurat 

kendaraan 

OBJEK 

JUAL 

BELI 

Pak 

Hasan 
LKS 

Pak hasan sebagai nasabah 

mengajukan pembelian rumah 
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kepada pak Hasan dengan harga 500 juta rupiah dengan akad 

murabahah angsuran; 

4. Setelah pesanan rumah diadakan, nasabah dan LKS 

mengadakan akad murabahah dengan membuat kespakatan 

mengenai uang muka, besaran laba, jumlah angsuran yang 

harus dibayarkan serta jangka waktu angsuran; 

5. Pak hasan membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, 

yaitu 450 juta. 

6. Pak Hasan membayar angsuran sebasar 10 juta setiap bulan 

selama tiga tahun atau 36 bulan 

7. Setelah angsuran selesai atau lunas, LKS memberikan sertifikat 

rumah kepada pak hasan.
34
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Sejarah Bank BNI Syariah 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan 

sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu 

adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada 

Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 

didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya 

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor 

Cabang Pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di 

Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih 

kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 

pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan 

kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI 

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan 

syariah. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin 
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usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS 

BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan 

dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 

19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum 

Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas 

dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan 

diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan 

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk 

perbankan syariah juga semakin meningkat. 

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor 

Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan 

Gerak dan 20 Payment Point.
35

 

B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah 

1. Visi 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja.  

2. Misi 

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

                                                 
       

35
 https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah Pada  05 Feb. 18  

https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah
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b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah. 

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
36

 

C. Prinsip Oprasional Bank BNI Syariah 

1. Amanah 

a. Jujur dan menepati janji 

b. Bertanggung jawab 

c. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik 

d. Bekerja iklas dan mengutamakan niat ibadah 

e. Melayani melebihi harapan 

2. Jamaah 

a. Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang 

konstruktif  

b. Membangun sinergi secara profesional  

c. Membagi pengetahuan yang bermanfaat 

d. Memahami keterkaitan proses kerja 
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D. Akad (Transaksi ) Yang Diterapkan di Bank BNI Syariah 

1. Produk dana :  

a. Giro Wadiah  

b. Tabungan Mudharabah  

c. Tabungan Haji Mudharabah ( THI Mudharabah)  

d. Deposito Mudharabah  

2.  Produk pembiayaan :  

a. Pembiayaan Murabahah  

b. Pembiayaan Mudharabah  

c. Pembiayaan Musyarakah  

d. Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri  

3. Produk jasa :  

a. Kiriman uang, berdasarkan prinsip wakalah.  

b. Garansi Bank berdasarkan prinsip kafalah.  

c. Inkaso, berdasarkan prinsip wakalah
37

 

E. Produk Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Tanjung Karang bahwa produk pembiayaan konsumtif 

yang menggunakan akad murabahah ada 6, yaitu: 

1. BNI Griya iB Hasanah  

adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota 

masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk 
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 http://www.bnisyariah.tripod.com/faq.html Pada 05 Feb. 2018 
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ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah 

kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan 

kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-

masing calon nasabah. 

2. BNI Multiguna iB Hasanah 

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota 

masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau 

jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan 

bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan 

barang yang dibiayai. 

3. BNI Oto iB Hasanah  

adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan 

kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor 

dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan 

pembiayaan ini. 

4. BNI Emas iB Hasanah  

merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas 

logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya 

melalui akad murabahah (jual beli). 

5. BNI CCF iB Hasanah 

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan 

likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, 

dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 
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6. Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) 

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui 

BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai 

dengan prinsip syariah.
38

 

F. Simulasi Perhitungan Akad Murabahah 

Harga barang berupa pembelian tanah kavling di PERUM SEBIAY 

SUMANTI ESTETE BLOK R 4-5 kel, HAJIMENA kel, NATAR, 

Lampung Selatan yang dijual bank kepada nasabah sebagai pembeli 

disepakati dan diterima dengan harga Rp. 324.349.200,- (tiga ratus juta 

tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus) dengan perincian sebagai 

berikut: 

 Harga perolehan Rp. 244.976.000,-  

 Uang muka 30,28% dari harga perolehan Rp.   74.176.000,- 

 Pembiayaan bank Pokok pembiayaan  Rp. 170.800.000,- 

 Keuntungan bank (margin) Rp. 153.549.200,- 

 Harga jual bank (maksimum pembiayaan) Rp. 324.349.200,- 

Sehingga kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh nasabah kepada 

bank adalah Rp. 324.349.200,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus  

empat puluh sembilan ribu dua ratus). Dengan janka waktu 120 (seratus 
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dua puluh) bulan. Dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.702,910,- 

(dua juta tujuh ratus dua ribu, sembilan ratus sepuluh).
39

 

G. Prosedur Akad Murabahah di Bank BNI Syariah 

1. Pengertian akad murabahah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa prosedur akad murabahah pada produk 

pembiayaan konsumtif di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang ialah sebagai berikut: 

a. Nasabah akan membeli rumah tetapi nasabah tidak mempunyai 

uang cash. 

b. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli rumah kepada 

bank syariah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan oleh 

bank.. 

c. Merketing mendaftarkan mendaftarkan nasabah kepada sistem 

perbambakan. 

d. Yang kemudian akan di analiasa oleh unit procesing. 

e. Jika nasabah telah memenuhi syarat dan ketentuan maka unit 

prosesing akan membuat SKP (Surat Ketetapan Pembiayaan). 

Tetapi jika nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan maka 

unit procesing akan melakukan pending. 
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f. SKP yang di buat oleh unit procesing akan diajukan ke Branch 

Manager untuk memperoleh persetujuan. 

g. Setelah SKP disetujui oleh Branch Manager maka SKP akan 

diberikan pada unit oprasional, yang akan digunakan sebagai 

pedoman untuk membuat dokumen akad pembiayaan. 

h. Jika nasabah yang membeli rumah tersebut maka bank akan 

mengeluarkan surat kuasa wakalah. Yang berarti bank mewakilkan 

pembelian rumah kepada nasabah. 

i. Setelah dokumen akad selesai dibuat maka bank dan nasabah 

melakukan akad (perjanjian).  

j. Kemudian bank merealisasikan pembiayaan setelah nasabah 

memenuhi  ketentuan dan syarat-syarat.
40

 

k. Setelah pembiayaan terealisasi nasabah wajib mengansur setiap 

bulan dengan jumlah yang tertera pada dokumen akad (perjanjian). 

l. Apabila nasabah tidak atau terlambat melakukan angsuran 

pembiayaan, maka nasabah dikenakan denda sebasar 24% (dua 

puluh empat persen) per tahun dari angsuran yang tertunggak dan 

harus dibayar lunas. Jika nasabah dengan sengaja atau tidak 

melakuakan pembayaran, maka nasabah dikenakan denda 100% 

(seratus persen) dari kerugian riil bank dan harus dibayar lunas.  

m. Sedangkan jika  nasabah tidak melakukan pembayaran atau telat 1-

60 hari maka bank akan melakukan pemantauan yang  dilakukan 
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oleh unit procesing dengan cara melakukan SMS notivikasi, call 

memo, visit memo. Jika nasabah menunggak 61-180 hari maka 

akan dilakukan pemindah pengelolaan dari unit procesing kepada 

unit recovery & remidial yang keudian akan diberikan surat 

teguran, surat somasi, dilakukan penetuan limit lelang dan emudian 

akan dilelang. 
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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesipulan 

Berdasarkan penelitian yang diakukan pada PT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, maka peneliti dapat 

menganbil kesimpulan bahwa prosedur akad murabahah pada PT Bank 

BNI Syariah Adalah sebagai berikut: 

9. Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank 

10. Bagian akan mendaftarkan nasabah pada sistem perbankan 

11. Kemudian pengajuan pembiayaan nasabah akan diproses oleh unit 

procesing. 

a. Jika nasabah memenuhi syarat dan ketentuan, maka unit 

procesing akan mengeluarkan SKP (Surat Keputusan 

Pebiayaan) 

b. Jika nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan maka unit 

prosesing akan melakukan pending pembiayaan 

12. Unit procesing akan meminta persetujuan dari Branch Manager. 

13. Setelah mendapat persetujuan dari Branch Manager, kemudian 

SKP naik ke unit oprasional 

14. SKP akan digunakan sebagai landasan pembuatan dokumen akad. 

15. Kemudian nasabah dan bank melakukan akad dengan ditambah 

beberapa saksi dan notaris. 
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16. Pembiayaan terealisasi. 

2. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang mungkin 

bermanfaat bagi PT bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

yaitu: 

1. Sebaiknya sebelum nasabah melakukan akad, sebaiknya pihak 

marketing menjelaskan terlebih dahulu isi dari SKP. 

2. Sebaiknya dalam melakukan akad nasabah dengan bank bisa 

melakukan negosiasi margin. 
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